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Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan

LAMPIRAN

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIE DAN PULAU-PULAU KECIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan
bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang
dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
baik bagi generasi sekarang maupun bagl generasi yang
akan datang;

b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memihki
keragaman potensi Sumber Daya Alam yvang tinggi, dan
sangat penting bagl pengembangan sosial, ekonomi,
budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa,
oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan
berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan
partisipasi masyarakat, dan tata mnilai bangsa yang
berdasarkan norma hukum nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . ..
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Lampiran 2: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIE INDONESLA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-
Undang Dasar MNegara Republik Indonesia Tahun
1945;

. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan,

. bahwa SEMAngat otonomi daerah dalam

penyelenggaraan  pemerintahan  MNegara Kesaman
Republik Indonesia telah membawa perubahan
hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan
pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidugp;

. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin

Menurun telah MenEancanm kelangsungan
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
sehingga perlu dilabukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan  hidup  vang  sungguh-
sungguh dan konsisten oleh semua pemanghu
kepentingan;

. bahwa pemanasan global vang semakin meninglar

mengakibatkan perubahan iklim sehingga
memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup
karena itw  perlu  dilakukan perlindungan  dan
pengelolaan lingkungan hidwp;

f. bahwa . . .

82



Lampiran 3: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi
Tanah dan Air

)¢ SALINAN

FPRESIDEM
REFUBLIK INODOHNESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIE INDONESLA
NOMOR 37 TAHUN 2014
TEMTANG

KONSERVASI TANAH DAN AR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FRESIDEN REPUBLIK INDONFESLA,

Menimbang @ a bahwa tanah dan air dalam wilayah Megara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan karinia sckaligus amanah
Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia vang periu
dijaga kelestariannya dan dimanfastkan untuk setesar-
besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang
maupun bagi generasi yang akan datang;

b. bahwa tarah dan air merupakan sumber daya alam yang
tak terbarukan dan mudah terdegradas: fungsimva karcna
posisl geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesumi
dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga
perlu dilindungi, dipulibkan, ditingkatkan, dan dipeliban
melalui Konservasi Tanah dan Air;

¢. bahwa pengaturan mengenai Konservasi Tanah dan Air EEET
ini masih belum memadai dan belum diatur secara terpadu
dan komprehensif

d. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimans dimaksud
delam huraf a, hurof b, dan humf o perlu membentul
Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air;

Mengingat * Pasal 20, Paszal 21, dan Pusal 33 ayat [3) Undang-Undang
Diasar Negara Bepublik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



